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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak lahirnya gagasan Negara modern di abad ke-19, 

yang diiringi oleh konsep Rule of Low (common law system), 

rechtaaat (civil law system) dan Negara konstitusional, gagasan 

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi syarat mutlak bagi 

berbagai Negara yang menganutnya, termasuk Indonesia. 

Penegakan HAM di Indonesia sendiri mulai terasa saat Negara ini 

mengalami masa transisi kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi 

yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 dengan menambahkan ketentuan 

mengenai HAM pada BAB XA. Upaya  penembahan tersebut 

merupakan amanat reformasi untuk membentuk Indonesia 

sebagai negara hukum yang demokratis dan menjadi bukti nyata 

bahwa bangsa Indonesia mendorong hal-hal yang terkait dengan 

perlindungan, pemenuhan dan penghormatan atas HAM. HAM 

pada dasarnya mempunyai sifat yang mendasar sebagai sesuatu 
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yang langgeng dan universal yang ada dalam diri manusia serta 

tidak dapat dibatasi, dikurangi maupun dicabut oleh negara 

sekalipun.
1
 Pengakuan HAM di Indonesia dalam UUD NRI 1945 

merupakan bagian yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang menjunjung tinggi hak dasar setiap warga 

negarannya. 

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak warga negara 

mempunyai cakupan yang hampir sama, meskipun berbeda 

batasannya. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia 

sejak lahir karena dirinya adalah manusia yang bersifat universal, 

tanpa batas kenegaraan.  Konsep Hak Warga Negara adalah hak 

yang dimiliki seseorang karena merupakan bagian dari warga 

Negara tertentu yang sifatnya terbatas oleh orang yang memiliki 

kewarganegaraan tertentu. Jadi hak warga negara lebih sempit 

dibanding HAM yang sifatnya universal dan tanpa batas negara. 

Cakupan hak warga Negara hampir sama dengan HAM kecuali 

dalam hak membela Negara, yang sekaligus merupakan 

                                                             
1
Jimly Assiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis, 

(Jakarta: Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, 2008), 

h.1 
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kewajiban warga Negara. Oleh karena itu, pemenuhan HAM dan 

hak warga negara dapat berjalan beriringan.
2
 

Semua negara mempunyai tanggungjawab untuk 

memenuhi  HAM tanpa melihat warga negaranya atau bukan 

warga negaranya. HAM itu di antaranya meliputi hak untuk 

hidup, mendapat pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang 

layak, hak berserikat, berpolitik, mengeluarkan pendapat serta 

beragama. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, Indonesia telah memasukkan HAM dalam Pasal 

28A-J. Selain HAM, negara juga mempunyai tanggungjawab 

terhadap hak warga negaranya terkait dengan status 

kewarganegaraannya. Hak warga negara di Indonesia telah diatur 

dalam UUD NRI 1945 di antaranya adalah meliputi:  1) Hak atas 

kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
3
 2)  

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
4
 3) Hak untuk 

memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan 

                                                             
2
“Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak Warga negara, Pergumulan 

dan Implementasinya”, https://www.warganegara.org, diakses pada 30 

Agustus 2020 pukul 13.00 WIB  
3
Pasal 27 Ayat (1) sebelum amandemen Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia 1945  
4
Pasal 27 Ayat (2) sebelum amandemen Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 
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masing-masing yang dipercayai.
5
 4) Hak memperoleh 

pendidikan.
6
 5) Hak untuk membela Negara.

7
 6)   Hak  atas  

kemerdekaan  berserikat,  berkumpul  mengeluarkan  pendapat  

secara  lisan  dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
8
 

Dari uraian tersebut, banyak persamaan antara HAM dan hak 

sebagai warga Negara, yang membedakannya adalah hak untuk 

membela Negara, yang juga sekaligus merupakan kewajiban 

sebagai warga Negara. 

Antara  HAM dengan   hak  warga negara terdapat 

perbedaan namun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 

HAM  bersumber  dari  kodrat  manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan 

Yang  Maha  Esa,  bersifat  universal  dan  abadi  tidak  

tergantung kepada  peraturan  perundang-undangan, sedangkan 

hak  (dan juga kewajiban)   warga   negara   timbul   karena 

adanya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. 

Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif 

yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak  warga  

                                                             
5
Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945   

6
Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945   

7
Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945   

8
Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945   
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negara  sangat  diperlukan  sebagai  kontrol dan  pedoman  dalam 

penyelenggaraan  negara. Pengakuan   HAM   dan   hak warga   

negara merupakan   salah   satu   atribut   dari   negara   

demokrasi  yang berdasar atas hukum.
9
  

Pengaturan tentang HAM dan hak warga negara di 

Indonesia selama ini sudah diatur sedemikian rupa dalam 

konstitusi negara. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

pelanggaran HAM dan juga pelanggaran hak warga negara, baik 

disadari maupun tidak disadari. Banyak kasus pelanggaran HAM 

dan sekaligus pelanggaran hak asasi warga negara terhadap 

individu atau sekelompok minoritas yang sering terjadi, seperti 

pelanggaran kebebasan beragama, pelanggaran atas penghidupan 

yang layak, pelanggaran atas rasa aman, atau bahkan pelanggaran 

terhadap perempuan. Umumnya pelanggaran dilakukan oleh 

kelompok mayoritas atau bahkan juga ada unsur aparat 

pemerintah yang melanggarnya. Dalam beberapa kasus, Negara 

juga sering hadir dalam upaya penegakan hukum dan 

                                                             
9
Johan Yasin. „Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga 

Negara Dalam Hukum Positif Indonesia‟ Jurnal Syiar Hukum, Vol. 11 No. 2 

(2009), https://media.neliti.com/,   

Diunduh pada 5 September 2020. 
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menciptakan aturan untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM 

dan hak warga negara, meskipun tidak selalu berhasil 

melakukanya.
10

 

Berbicara  tentang  HAM  maka  tidak  dapat lepas  dari 

prinsip  universalitas  dari  HAM itu sendiri yang  merupakan  

elemen  penting  dalam  HAM yaitu berupa pengakuan,  

penghormatan, persamaan  dan  kebebasan  dari  diskriminasi. 

Jika hal ini dikaitkan dengan ajaran Islam maka   elemen-elemen  

HAM tersebut,  terdapat dalam   sumber   Islam (Syari'ah). Al-

Qur'an   secara spesifik tidak berbicara  tentang  HAM, tetapi 

pada  tataran  prinsip  yang universal  seperti:  keadilan,  

musyawarah,  saling menolong,  anti-diskriminasi, menghormati  

kaum  wanita, kejujuran,  dan  lain  sebagainya.  Rincian  atas  

konsep-konsep  itu  dilakukan  dalam  Hadis  dan  tradisi  tafsir.  

Oleh karena  itu,  nilai-nilai  HAM adalah  kelanjutan  dari  

prinsip-prinsip  ajaran  Islam  di  atas.  Perbedaan  antara Syari'ah  

                                                             
10

“Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak Warga negara, Pergumulan 

dan Implementasinya”, https://www.warganegara.org, diakses pada 30 

Agustus 2020 pukul 14.00 WIB 
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dan  konsep  HAM  terjadi  pada  aspek-aspek  rinci (furu'iyyah) 

walaupun secara prinsipal tidak ada perbedaan.
11

 

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi 

manusia (warga negara) dapat ditinjau pula dari fiqh Siyasah. 

Konsep  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  dibagi  dua  macam  

dilihat  dari kategori huquuqul ibad. Pertama, HAM yang 

keberadaannya dapat diselenggarakan  oleh    suatu    negara    

(Islam).    Kedua,    adalah    HAM   yang keberadaannya tidak 

secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak  

yang  pertama  disebut  sebagai  hak-hak  legal,  sedangkan  yang  

kedua  dapat disebut sebagai hak-hak moral.
12

 

Islam mengenal tentang konsep karâmah  yang secara 

etimologis merupakan bentuk dari kata karuma yang berarti: 

kemuliaan, kehormatan, wibawa, reputasi, dan martabat. Secara 

terminologis, karâmah adalah anugerah sekaligus amanah dari 

Allah SWT dalam bentuk wibawa, kemuliaan, kehormatan dan 

martabat yang dikaruniakan kepada setiap insan hamba-Nya.  

                                                             
11

Yahya Ahmad Zein. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam 

(Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." Jurnal Veritas et 

Justitia. Vol 1. No 1 (2016), h.42 
12

Syekh  Syaukat  Hussain, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam, 

(Jakarta: Penerbit Gema Insani Pers,  1996). h.55 
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Islam telah memposisikan manusia sebagai makhluk-Nya yang 

mulia dan bermartabat. Martabat dan kemuliaan bagi manusia 

merupakan sumber dari seluruh hak-hak asasi manusia (HAM), 

sebagai bukti nyata perbedaannya dengan makhluk lainnya. 

Berdasarkan martabat inilah tegaknya tanggung jawab  atau 

keperibadian manusia secara hukum, yang menjadikannya layak 

untuk menikmati dan menggunakan hak asasi yang dimilikinya, 

termasuk dalam bernegara atau menjadi warga negara.
13

   

Allah SWT telah mengungkapkan secara langsung  dalam 

teks ayat berkait dengan harkat dan martabat manusia yang 

merupakan anugerah Allah SWT, diantaranya adalah  QS. Al-Isrâ 

ayat 70: 

نۡيَا بنَِِٓ ءَادَمَ وحََََلۡنََٰهُمۡ فِِ  ِ ٱوَلقََدۡ لَرَّ يّبََِٰتِ ٱوَرَزقَۡنََٰهُم نِّوَ  لَۡۡحۡرِ ٱوَ  لۡبَّ  لطَّ
وۡ خَلقَۡيَا تَفۡضِيلٗا  َٰ لَثيِرٖ مِّهَّ لۡنََٰهُمۡ عََلَ  وَفضََّ

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 

Kami ciptakan”.  

 

                                                             
13

Ahmad Mukri Aji. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam 

Perspektif Islam." Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.2. No. 2 (2015). 

Diakses pada 2 September 2020 pukul 14.00 WIB 
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Berdasakan penjelasan tersebut, Islam begitu sangat 

menghormati dan memuliakan status dan eksistensi manusia, baik 

yang berkait dengan kemuliaan yang bersifat individual (karâmah 

fardiyyah), kemuliaan yang bersifat masyarakat (karâmah 

ijtima`iyyah), dan kemuliaan secara politik (karâmah siyâsiyyah).   

Pertanggung jawaban negara dalam kesejahteraan juga 

dijelaskan dalam Surat Thaha ayat 118 dan 119:  

لََّّ تََُوعَ فيِهَا وَلََّ تَعۡرَىَٰ وَ  إنَِّ 
َ
ىَّكَ لََّ تَظۡهَؤُاْ فِيهَا وَلََّ تضَۡحَََٰ لكََ أ

َ
 أ

“Bahwa  sesungguhnya kamu  tidak  akan  kelaparan  di  

dalamnya  dan  tidakakan  telanjang,  dan  sesungguhnya  

juga tidak akan merasa haus (dahaga) dan tidak pula 

akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.  

 

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  imam  Al-Ghazali  

menguraikan tanggung  jawab  Negara  merupakan  suatu  

tanggung  jawab penguasa  adalah membantu  rakyat  ketika 

mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan 

penderitaan, atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat 

penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi 

mereka untuk memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi  dan  

situasi  seperti  ini  Negara  (pemerintah)  berperan  dan  
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bertanggung  jawab  untuk memberi  makanan  dan bantuan 

kepada  rakyat. 
14

 

Letak  dan  prinsip    pertanggung  jawaban  dalam  

pandangan  Islam  adalah  setiap kebijakan atau tindakan apapun 

dan sekecil apapun akan diminta pertanggung jawabannya di 

hadapan Allah SWT, begitu juga setiap pertanggung jawaban 

publik harus pula dipertanggung jawabkan  kepada  masyarakat 

atau rakyat  karena  menyangkut  kekuasaan  dan  wewenang  

serta penggunaan  asset  yang  diamanahkan  kepada  pengambil  

kebijakan  tersebut  yaitu  pemerintah atau  negara,  misalnya  

yang  menyangkut  tanggung  jawab  negara/pemerintah  dalam 

menjamin hak asasi warga negaranya.  

Berdasarkan konsep tanggung jawab negara atas 

pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi warga negaranya,  

maka peneliti ingin mengkaji ”Tanggung Jawab Negara Dalam 

Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Dalam Kajian Fiqh 

Siyasah”. 

                                                             
14

Adiwarman Karim, “Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan”, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). h. 17 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini 

fokus pada masalah tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak 

asasi warga negara dalam kajian fiqh siyasah.  Tanggung jawab 

Negara yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam 

Undang-undang Dasar 1945 HAM  

dalam konstitusi Indonesia tersebut akan dikaji secara 

mendalam tentang apakah ada korelasinya dengan kerangka Fiqh 

Siyasah. Juga yang lebih penting untuk memastikan apakah hak 

warga Negara yang telah diatur sudah diimplementasikan secara 

maksimal atau belum. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah tanggung jawab Negara dalam pemenuhan 

hak asasi manusia menurut kajian Fiqih Syiasah? 

2. Bagaimanakah relevansi tanggung jawab Negara di Indonesia 

dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam kajian fiqh 

siyasah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka 

tujuan penelitian ini dapat ditentukan: 

1. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab Negara dalam 

pemenuhan hak asasi manusia menurut kajian siyasah sariyah. 

2. Untuk mengetahui   relevansi tanggung jawab Negara dalam 

pemenuhan hak asasi manusia dalam kajian fiqh siyasah dan 

dalam hukum positif Indonesia? 

E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat  penelitian  yang diharapkan adalah  

sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  manfaat sebagai 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan  di  Fakultas  Syariah  khususnya  pada  jurusan 

hukum, terutama hukum tata negara. Secara teoritis 

diharapkan mampu memberikan sumbangan hasil kajian 

tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi 

warga negara dalam perspektif Fiqh Siyasah. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Lembaga (Negara/ Pemerintah) 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan dan   

menjadi   sumber   inspirasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pemerintah dalam merumuskan peraturan 

perundangan yang dapat meningkatkan tanggung jawab 

negara dalam pemenuhan hak asasi warga negara. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  untu 

meningkatkan kesadaran akan hak asasi sebagai warga 

negara dan sebagai  bahan  referensi  serta  informasi  

secara  tertulis mengenai hak asasi warga negara di 

Indonesia. 

c. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan  wawasan mengenai tanggung jawab negara dalam 

pemenuhan hak asasi warga negara dalam perspektif Fiqh 

Siyasah. 
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang membahas secara khusus tentang 

tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak asasi warga 

negara dalam kajian Fiqh Siyasah sampai penelitian ini 

dilakukan, belum berhasil ditemukan oleh penulis. Namun 

demikian terdapat beberapa penelitian yang masih relevan dengan 

tema penelitian ini yang berfungsi sebagai sumber referensi 

dalam penelitian ini. Umumnya penelitian terdahulu yang ada 

berbicara tentang tanggung jawab negara dalam bidang tertentu, 

hak asasi manusia, perspektif hukum Islam atau Fiqh Siyasah. 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini. 

 

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Hasil 

1 Ahmad 

Mukri Aji 

(2015) 

Hak Dan 

Kewajiban 

Asasi Manusia 

Dalam 

Perspektif 

Islam 

HAM dalam Islam sebenarnya bukan 

barang asing, karena wacana tentang 

HAM dalam Islam lebih awal jika 

dibandingkan dengan konsep atau 

ajaran lainnya. Islam datang secara 

inheren membawa ajaran tentang 

HAM melalui ajaran dalam sumber 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Hasil 

utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an 

dan Hadis yang merupakan sumber 

ajaran normatif, juga terdapat dalam 

praktik kehidupan umat Islam. Selain 

Hak Asasi Manusia (HAM) ada 

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) 

yang menjadi penyeimbang dan 

penyelaras guna mencapai 

kemaslahatan umat. Hukum Islam 

sangat kompatibel dengan hak-hak 

asasi manusia universal meskipun 

secara konseptual hal itu datang dari 

dunia Barat. Dalam Islam, selain Hak 

Asasi Manusia (HAM) ada 

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) 

yang harus dijunjung tinggi. 

Sehingga hukum yang sejatinya 

merupakan pengikat, pengantur dan 

pengontrol masyarakat dapat berjalan 

seimbang, selaras dan sesuai dengan 

tujuan kemaslahatan umat.
15

 

Penelitian ini memberikan kontribusi 

kepada peneliti terkait pemahaman 

konseptual tentang hak asasi manusia 

dan tanggung jawab dalam perspektif 

Islam. 

 

 

                                                             
15

Ahmad Mukri Aji. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam 

Perspektif Islam." Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.2, No. 2 (2015). 

https://journal.uinjkt.ac.id, diunduh pada 5 September 2020.  
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Hasil 

2 Try 

Wiganda 

Irfan (2018) 

"Classical and 

Modern 

Citizenship 

Concept in 

Islamic 

Perspective." 

(Kewarganegar

aan Klasik dan 

Modern dalam 

Perspektif 

Islam). 

konsep kewarganegaraan Islam 

terdapat dua, yaitu muslim dan 

dhimmi. Konsep kewarganegaraan 

dhimmi adalah warga negara non 

muslim dalam praktik kehidupan 

negara mendapat perlakuan istimewa 

yang tidak sama, dan perlakuan 

berbeda didasarkan karena perbedaan 

agama. Berbeda dengan konsep 

kewarganegaraan Islam modern yang 

memberikan perlakuan yang sama 

kepada semua warga tanpa 

membedakan agama. Konsep 

kewarga-negaraan yang diterapkan 

oleh Rasulullah shollallahu 'alaihi 

wasallam di kota Madinah al 

munawarah merupakan konsep 

kewarganegaraan yang terbaik 

sepanjang masa. Rasulullah 

shollallahu 'alaihi wasallam 

memberikan contoh konsep 

kewarganegaraan terbaik yang 

terdapat nilai-nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, kerakyatan serta 

keadilan. Ajaran konsep 

kewarganegaraan Rasulullah 

shollallahu 'alaihi wasallam 

merupakan konsep kewarganegaraan 

kosmopolitan.  Penelitian ini 

memberikan referensi pada konsep 

kewarganegaraan Islam. 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Hasil 

3 Halimatul 

Maryani dan 

Adawiyah 

Nasution 

(2018) 

Konsep 

Tanggung 

Jawab Serta 

Peranan 

Negara 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Rakyat 

(Persepektif 

Hukum 

Internasional 

dan Ekonomi 

Islam). 

tanggung jawab negara telah 

dinyatakan secara otoritati untuk 

dibatasi hanya pada tanggung jawab 

negara untuk tindakan-tindakan yang 

salah menurut hukum Internasional. 

Mengenai ganti rugi yang diperoleh 

tergantung keadaan kasus yang 

sedang dialaminya atau besarnya 

kerugian yang dideritanya. 

Pandangan Islam tentang institusi 

atau institusi negara tidak dapat 

dipisahkan dari konsep kolektif 

terpadu yang ada dalam landasan 

moral dan ketentuan syariah Islam, 

misalnya konsep persaudaraan 

(ukhuwah), pencerahan (tausiah), 

kepemimpinan (khilafah) adalah 

dasar untuk pengembangan lembaga-

lembaga Islam dalam bentuk Negara, 

artinya agama adalah dasar atau 

prinsip sebagai kepercayaan dalam 

hubungan monoteisme dengan 

Kekuatan sebagai Pencipta (khaliq) 

4 Johan Yasin 

(2009) 

Hak Azasi 

Manusia Dan 

Hak Serta 

Kewajiban 

Warga Negara 

Dalam Hukum 

Positif 

Indonesia 

antara HAM dengan hak warga 

negara terdapat perbedaan namun 

tidak dapat dipisahkan. HAM 

bersumber dari kodrat manusia 

sebagai ciptaan Tuhan yang Maha 

Esa, bersifat universal dan abadi 

tidak tergantung kepada peraturan 

perundang-undangan, sedangkan hak 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Hasil 

warga negara timbul karena adanya 

peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan 

untuk  menjamin perwujudan HAM 

dan yang mengatur hak serta 

kewajiban warga negara. Pengakuan 

HAM dan hak warga negara 

merupakan salah satu atribut dari 

negara demokrasi yang berdasar atas 

hukum.
16

 Penelitian ini memberikan 

pemahaman penulis terhadap kaitan 

antara HAM dengan hak asasi warga 

negara. 

5 Heryanti 

(2018) 

Tinjauan Fiqh 

Siyasah 

Tentang 

Pelaksanaan 

Fungsi 

Bappeda 

Dalam 

Perencanaan 

Pembangunan 

(Studi di 

Kabupaten 

Lampung 

Barat) 

empat landasan yang mendasari 

pemikiran mengenai konsep 

pembangunan yang dilakukan 

BAPEDA menurut fiqh siyasah, 

yaitu: Pertama, Tauhid (keesaan dan 

kedaulatan Allah SWT). Konsep 

tauhid memegang peranan penting 

karena esensi dari segala sesuatu, 

termasuk aktivitas pembangunan 

adalah didasarkan pada ketundukan 

pada aturan Allah SWT. Kedua, 

Rububyyah (ketentuan-ketentuan 

Allah SWT tentang rizki, rahmat dan 

petunjuk-Nya untuk 

menyempurnakan segala pemberian-

                                                             
16

Johan Yasin. "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga 

Negara Dalam Hukum Positif Indonesia." Jurnal Syiar Hukum Vol.11 No.2 

(2009): https://media.neliti.com,   diunduh pada 5 September 2020. 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul  Hasil 

Nya itu). Ketiga, Khilafah (fungsi 

manusia sebagai khalifah Allah di 

muka bumi). Keempat, Tazkiyah 

(penyucian dan pengembangan) 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini berangkat dari 

grand theory terkait dengan filsafat berlakunya hukum Islam di 

suatu negara, yaitu Teori Kredo dari Imam Syafi’i, kemudian 

mengupas tentang teori dan konsep HAM baik secara umum 

maupun dalam pandangan Islami, dan terakhir akan meninjau 

aplikatif tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi 

warga negaranya.  

Teori  kredo  atau  teori syahadah ialah  teori yang   

mengharuskan   pelaksanaan   hukum   Islam   oleh   mereka  

yang lelah  mengucapkan  dua  kalimah syahadat sebagai 

konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya.
17

 Teori ini 

merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum 

Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang 

                                                             
17

Juhaya  S.  Praja, “Filsafat Hukum Islam”,..., h. 133. 
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menyatakan dirinya beriman kepada ke maaha esaan Allah ta’ala, 

maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah dalam 

hal ini taat kepada perintah Allah dan sekaligus taat kepada 

Rasulullah SAW dan sunnahnya.  

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang 

dijelaskan oleh H.A.R. Gibb, yaitu bahwa orang Islam yang telah 

menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima 

otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan 

apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam 

Syafi’i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori 

mereka tentang politik hukum internasional Islam (Fiqh Siyasah 

Dauliyyah) dan hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka 

mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori 

teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang 

muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia 

berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. 

Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i menyatakan 

bahwa seorang Muslim selamanya terikat untuk melaksanakan 

hukum Islam dimana pun ia berada, baik di wilayah hukum di 
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mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di 

mana hukum Islam tidak diberlakukan. 

Mayoritas  umat  Islam  di  Indonesia  adalah penganut  

madzhab  Syafi’i  sehingga berlakunya  teori  syahadat  ini  tidak  

dapat disangsikan lagi. Teori     Kredo     atau Syahadat  ini  

berlaku  di  Indonesia  sejak kedatangannya    hingga    kemudian    

lahir Teori Receptio  in   Complexu di zaman Belanda.
18

 

Konsep  hak  asasi  manusia  dalam  Islam  dibagi  dua  

macam  dilihat  dari kategori huquuqul ibad. Pertama, HAM yang 

keberadaannya dapat diselenggarakan  oleh    suatu    negara    

Islam.    Kedua, HAM   yang keberadaannya tidak secara 

langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak  yang  

pertama  disebut  sebagai  hak-hak  legal,  sedangkan  yang  

kedua  dapat disebut sebagai hak-hak moral.
19

  Hubungan  Islam  

dengan  HAM,  dari  ajaran  pokok  tentang hablum min Allah 

dan hablum minal-nas, muncul  dua  konsep  hak,  yakni hak  

manusia dan  hak  Allah.  Setiap  hak  saling  melandasi  satu  

                                                             
18

Muhamad  Mas’ud,  “Ushul   Fiqih   Konsep   dan Pengembangan 

Metodologi Hukum Islam”, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), h. 26. 
19

Syekh  Syaukat  Hussain, “Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam”, ...  

h.55 
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sama lain.  Hak  Allah melandasi  hak  manusia  dan  juga  

sebaliknya.  Konsep Islam  mengenai  kehidupan  manusia  ini  

didasarkan  pada  pendekatan teosentris  atau  yang  

menempatkan  Allah  melalui  ketentuan  syariat-Nya sebagai 

tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik  

sebagai  pribadi  maupun  sebagai  warga  masyarakat  atau  

warga Negara.
20

 

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip 

fundamental dalam hukum, baik hukum Internasional yang 

bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar 

negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi 

suatu negara dan hukum Islam. Tanggung jawab negara timbul 

bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan 

suatu perjanjian Internasional maupun hukum nasional.  Menurut 

hukum Internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam 

hal suatu negara merugikan negara lain. Pertanggungjawaban 

negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang 

                                                             
20

Said Aqiel Siradj, “Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam”, 

(Jakarta: ELSAM, 1998 ), h 152 
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melanggar hukum Internasional. Perbuatan suatu negara yang 

merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum 

Internasional, tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara. 

Sedangkan menurut hukum nasional, pertanggungjawaban 

muncul karena negara adalah sebagai pihak yang mempunyai 

power dalam menjalankan fungsi negara.
21

. 

Konsep hak asasi warga negara merupakan 

pengembangan dari konsep hak asasi manusia dalam batasan 

warga negara. Artinya sebagai warga negara, manusia atau 

individu mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi negara. Jika 

hak asasi berlaku universal dan kodrati, hak asasi warganegara 

merupakan bersifat terbatas sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku di negara tertentu. Negara Indonesia merupakan 

negara hukum yang meletakkan segala sesuatunya berdasarkan 

hukum, maka tanggung jawab negara terhadap warga negaranya 

dapat dilihat dari perundangan-undangan yang ada dan berlaku. 

Di lain pihak, fungsi negara menjamin hak-hak asasi manusia 

                                                             
21

Naniek Pangestu dan Muhammad Khamdan, “Tanggung Jawab 

Negara atas HAM. (Jakarta: Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan 

Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan 

HAM, 2017). h.1 
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dalam tataran negara, sehingga warga negara menjadi bagian 

manusia yang mempunyai kewarganegaraan. Indonesia telah 

memasukkan hak asasi manusia dalam amandemen  kedua  UUD  

NRI  1945,  yaitu dalam  Bab  tambahan Bab  XA.  Indonesia 

juga mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hak 

asasi manusia yaitu  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

HAM mempunyai makna bukan hanya terhadap hak-hak 

dasar manusia, tetapi meliputi juga kewajiban sebagai warga 

negara untuk mematuhi segala peraturan perundangan, 

menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh hukum 

Internasional, dan wajib membela negara. Kewajiban pemerintah 

adalah melindungi, menegakkan, memajukan dan menghormati 

HAM yang disepakati di Indonesia. 
22

 Penelitian ini mengkaji 

tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi warga negara 

dengan pespektif Fiqh Siyasah, yaitu sebuah disiplin ilmu dalam 

Islam yang mengatur hubungan pemerintah (negara) dengan 

                                                             
22

Muladi, “Hak  Asasi  Manusia:    Hakekat,    Konsep    dan    

Implikasinya    Dalam Perspektif  Hukum  dan  Masyarakat”, (Bandung:  

Refika  Aditama, 2005). h. 6 
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warga negaranya.
23

 Merujuk   pada   konsepsi Islam,    negara    

dan    agama    memiliki hubungan  yang  sinergis. Hal  ini  

nampak dari pendapat  Al-Ghazali yang menyatakan   bahwa 

agama adalah sebuah pondasi,  sementera  itu kekuasaan   

(negara) adalah penjaga pondasi tersebut. Sehingga antara agama 

dan  negara memiliki hubungan  yang  saling  menguatkan.  Pada 

satu   sisi   agama   menjadi   pondasi   bagi Negara    untuk 

berbuat bagi  rakyatnya dalam  mencapai  kesejahteraan  dan  di  

sisi lain  negara  menjadi  alat  bagi  agama  agar ia tersebar dan 

terlaksana secara benar. Negara mempunyai tujuan untuk 

kesejahteraan rakyatnya. Al  Ghazali menyebutkan bahwa  

masyarakat sejahtera adalah  masyarakat yang dapat memenuhi 

kebutuhan atas dien  (peribadatannya/agamanya), an  nafs 

(kebutuhan  dasar  dirinya), „aql (kebutuhan intelektualnya), nasl 

(keturunannya),  dan maal (hartanya). 
24

 

                                                             
23

Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007). h. 11 
24

Rijal Assidiq Mulyana. "Peran negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan dalam kerangka maqashidus syariah.", Jurnal Ekonomi Syariah 

Dan Filantropi Islam, Volume 1 nomor 2 (2017), https://journal.uhamka.ac.id/, 

Diakses pada  6 September 2020. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan jenis  penelitian  studi  pustaka (library 

research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur 

lainnya sebagai  objek  yang  utama dalam penelitian.
25

 (Hadi,  

1995:  3). Pendekatan studi pustaka dalam penelitian ini juga 

didapatkan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah lalu. 

Hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, sumber hukum 

baik primer maupun sekunder merupakan sumber rujukan dan 

referensi penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan “pendekatan 

penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan penelitian.”
26

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis 

                                                             
25

 Sutrisno Hadi,  “Metodologi Research Jilid 3”, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 

2013), h. 35 
26

Abdulkadir  Muhammad,  “Hukum  dan  Penelitian  Hukum”, ( 

Bandung: PT.  Citra  Aditya Bakti,  2004) h. 58 
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pendekatan    dengan    menggunakan    ketentuan perundang-

undangan yang berlaku pada   suatu   Negara   atau metode 

pendekatan  hukum  doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  dan  

pendapat  para ilmuwan hukum  terutama   yang  berkaitan  

dengan  permasalahan yang dibahas.
27

 Pendekatan yuridis-

normatif yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  

pendekatan  melalui  hukum  Islam  dan  hukum positif,  yaitu 

menelaah    aturan-aturan    hukum    Islam dan    hukum    

positif. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian studi 

pustaka merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Bahan Primer, yaitu Buku-buku dan jurnal ilmiah yang 

terkait dengan masalah prostitusi online, Buku-buku dan 

jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian dan 

                                                             
27

Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,(Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1998), h.24 
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pendapat-pendapat hukum dalam media informasi seperti 

internet maupun jurnal. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu: perundang-undangan 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu: Kamus bahasa Indonesia, 

Kamus hukum dan Bahan-bahan pelengkap lainnya 

4. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah 

ini, maka digunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. 

Studi pustaka meliputi studi melalui dokumen-dokumen 

tertulis seperti buku teks, perundangan, artikel ilmiah, arsip-

arsip hasil penelitian serta literatur-literatur yang ada dan 

relevan dengan tema penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini mengikuti gaya  analisis data penelitian  

kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Alur analisis data 

yang digunakan mengikuti analisis data kualitatif yang 

disampaikan Miles dan Hubberman:
28

   

 

                                                             
28

Miles Matthew B. dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif. 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2009) h. 16-17 
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a. Reduksi Data 

Setelah pengumpulan data dengan menelusuri 

hasil-hasil penelitian terkait tema penelitian,maka langkah 

yang selanjutnya adalah mereduksi data. Reduksi data 

yaitu proses seleksi, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data-data 

yang didapat dari proses penelitian. Data kasus dipilah-

pilah mana yang dapat digunakan dalam penelitian ini, 

mana yang tidak dapat digunakan.  

b. Penyajian Data 

Setelah proses reduksi data, selanjutnya dilakukan 

proses penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan bagian dari penyusunan data 

dalam bentuk laporan.penyajian data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan penulisan laporan secara terstruktur 

sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta 

ruang lingkup penelitian. 
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c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil 

melihat catatan catatan khusus agar memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat. Dalam penelitian ini, 

penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil 

point-point penting yang dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Penyimpulan ini menjadi bagian dari hasil 

penelitian yang penting. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang 

digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi 

menjadi  beberapa  bab  sub. Adapun  sistematika  pembahasan 

tersebut sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang 

Masalah,   Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,   Manfaat 

Penelitian,  Penelitian  Terdahulu  Yang Relevan, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
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BAB  II, kondisi objektif,   yang meliputi , kondisi negara 

dalam perspektif kajian fiqh siyasah syariyah, pengertian negara 

dalam kajian fiqh siyasah, negara di masa klasik dalam kajian 

fiqh siyasah, negara di masa modern dalam kajian fiqh siyasah. 

BAB  III,  Tinjauan  Teoritis  Tentang  konsep HAM 

menurut fiqh siyasah, Tinjauan tentang HAM dan tanggung 

jawab dalam kajian siyasah, Hak Allah dan manusia, pelanggaran 

berat, dan pihak yang berwenang menangani pelanggaran berat 

HAM menurut fiqh siyasah, 

BAB IV,   berisi tentang analisis tanggung jawab negara 

dalam pemenuhan HAM dalam kajian fiqh siyasah, yang terdiri 

dari Tanggung jawab negara terhadap hak asasi warga negara di 

Indonesia dalam pandangan hukum positif dan dalam kajian Fiqh 

Siyasah. 

BAB  V,  Penutup  yang  terdiri  atas kesimpulan  dari 

hasil  penelitian  dan  Saran-Saran  dari  Hasil  Penelitian  

Tersebut. 

 


